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Abstrak
 

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu peijanjian perkawinan harus

dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan untuk mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu suami istri dalam perkawinan. Undang-

undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga dengan persyaratan bahwa

peijanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah

ketika suatu peijanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan

dilangsungkan tetapi karena alasan-alasan tertentu, peijanjian perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai

pencatat perkawinan. Ketika perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan sah oleh Pengadilan Negeri,

bagaimanakah akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri tersebut terhadap perjanjian perkawinan.

Persoalan berikutnya adalah mengenai kekuatan hukum atas akta peijanjian perkawinan yang dibuat

dihadapan notaris, apakah kelalaian tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan akta

perjanjian perkawinan tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta otentik. Pengertian akta otentik dapat

dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta

dibuatnya. Pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan yang

diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif

dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode

pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran

secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta

dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang

telah dilakukan.

<hr>

Article 29 paragraph (1) and paragraph (3) of Law No. 1 of 1974 states that a nuptial agreement must be

made on time or before the marriage took place and come into force since the marriage was held to bind the

parties who made it, that is husband and wife in marriage. The law also stipulates that a nuptial agreement

can bind a third party with the requirement that nuptial agreement must be approved by the Marriage

Registrar. The problem that arises is when a nuptial agreement that has been made by the prospective

couples before marriage took place but due to certain reasons, their nuptial agreement is not registered by

the Marriage Registrar. When the nuptial agreement is determined valid by the Court, how the legal

consequences of the Court Decision on that nuptial agreement. The next issue is about the power of the deed

of a nuptial marriage law made before a notary, wether to the unregistered nuptial agreement will result in

the deed of nuptial agreement is losing its strength as an authentic deed. Definition of authentic deed can be
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found in Article 1868 Civil Code, a deed is in the form prescribed by law, made by or before the public

officials who have power to it in a place where the deed made. Basically a notarial deed is an authentic as

long as they meet the requirements set out in Article 1868 Civil Code that has evidentiary value of perfect

strength and binding. The method used in this thesis is a normative legal research methods using secondary

data, whereas in the method of data analysis methods use a qualitative approach. This study provides

descriptive nature of the analytical results that provide broad overview of the facts underlying the problem

then by analyzing the facts with data obtained in order to provide alternative solutions to problems through

the analysis conducted.


